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BAB V 
PENUTUP 

 
A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian diatas penulis dapat menyimpulkan bahawa 

kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran 

hak asasi manusia sehingga perlu dilindungi harga diri dan martabatnya serta 

dijamin hak hidupnya sesuai dengan fitrah dan kodratnya tanpa didkriminasi. 

Nasib perempuan dan anak korban kekerasan harus diperhatikan oleh 

pemerintah daerah, karena banyaknya kasus kekerasan rumah tangga terhadap 

perempuan seringkali disebabkan faktor-faktor yang berkembang didalam 

masyarakat, misalnya rendahnya tingkat ekonomi, pendidikan, lingkungan 

yang berada disektor industry. 

Oleh karena itu korban kekerasan seperti ini mendapat perlu mendapat 

perlindungan sesuai dengan prinsip keadilan, kebenaran, kepastian hukum, 

kesetaraan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. 

1. Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP3A) 

Untuk pemberdayaan bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan 

anak, pemerintah daerah membentuk Pusat Pelayanan Terpadu (PPT), 

Pusat Pelayanan  Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP), Rumah 

Aman, Rumah Perlindungan Sosial, Rumah Perlindungan Trauma Center, 

Rumah perlindungan Sosial Wanita, yang secara husus memiliki tugas dan 

fungsi untuk pemberdayaan terhadap perempuan dan anak korban 

kekerasan dalam rumah tangga. 
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2. Faktor-faktor yang berperan dalam memberikan perlindungan hukum 

terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) 

terbagi atas faktor pendukung dan faktor penghambat . 

a. Faktor pendukung yakni Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 

2018 tentang Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan 

b. Faktor penghambat meliputi: Korban itu sendiri yang dalam proses 

pendampiangan yaitu mediasi, kebanyakan dari isteri memeaafkan 

kembali suami mereka tanpa adanya timbul efek jera suami kembali 

melakukan kekerasan tersebut. Yang kedua sosialisasi Undang-Undang 

KDRT kurang maksimal. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang 

adanya pelayanan perlindungan perempuan dan anak. Kesadaran dari 

masyarakat menganggap bahwa kekerasan terhadap perempuan dan 

anak sudah menjadi hal yang biasa.  Masyarakat malu untuk melapor 

diri dengan adanya korban kekerasan perempuan dan anak dalam 

rumah tangga mereka.  Ada banyak korban yang hanya datng melapor 

tapi tidak kembali lagi melengkapi berkas untu melanjutkan proses 

pendampingan.  

B. Saran 

Sebagai ahir dari penelitian dan penulis ini, maka penuli dapat 

memebrikan saran sebagai berikut: 

1. Peran pemerintah Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan 

Anak (DP3A) Kota Bima dalam memeberikan perlindungan hukum 

terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga sangat besar. 
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Untuk itu perlu dilakukan sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 

2018 tentang Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan, agar 

masyarakat mengetahui hak-hak dan larangan yang berkaitan dengan 

perlindungan perempuan dan anak. 

2. Lebih memperhatikan lagi hak-hak korban kekerasan perempuan dan 

meningkatkan pelayanan serta penanganan atau pendampingan, juga 

memperhatikan ketersediaannya sarana dan prasarana yang memadai bagi 

perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga guna mengatasi factor 

penghambat dalam upaya perlindungan perempuan korban kekerasan 

dalam rumah tangga.  
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